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(1) TINDAK PIDANA TERORISME ADALAH SEGALA

PERBUATAN YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR TINDAK

PIDANA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018;

(2) TERORISME ADALAH PERBUATAN YANG

MENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN

KEKERASAN YANG MENIMBULKAN SUASANA TEROR

ATAU RASA TAKUT SECARA MELUAS, YANG DAPAT

MENIMBULKAN KORBAN YANG BERSIFAT MASSAL,

DAN/ATAU MENIMBULKAN KERUSAKAN ATAU

KEHANCURAN TERHADAP OBJEK VITAL YANG

STRATEGIS, IINGKUNGAN HIDUP, FASILITAS PUBLIK,

ATAU FASILITAS INTERNASIONAL DENGAN MOTIF

IDEOLOGI, POLITIK, ATAU GANGGUAN KEAMANAN.

 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

MENJADI UNDANG-UNDANG;



ROBERT E. GOODIN, DALAM WHAT’S WRONG WITH TERRORISM?: “PADA

DASARNYA ADALAH TAKTIK POLITIK DENGAN TINDAKAN MENAKUT-NAKUTI

ORANG SECARA SENGAJA DEMI KEUNTUNGAN POLITIK”, BUKAN SEKADAR

MEMBUNUH.ROBERT E. 

GOODIN

IGOR PRIMORATZ, DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU

ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP WARGA SIPIL ATAU WARGA BIASA YANG

TIDAK BERSALAH, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGINTIMIDASI SEBAGIAN

ORANG-ORANG LAIN UNTUK MELAKSANAKAN HAL YANG SEBALIKNYA TIDAK

INGIN MEREKA LAKUKAN.

C. A. J. COADY, SUATU TINDAKAN POLITIK, PADA UMUMNYA DILAKUKAN

OLEH SUATU KELOMPOK TERORGANISIR, TINDAKAN PEMBUNUHAN /

TINDAKAN YANG SANGAT MEMBAHAYAKAN SECARA SENGAJA.
C. A. J. COADY

CARL WELLMAN, DALAM ON TERRORISM IT SELF: “PENGGUNAAN ATAU

PERCOBAAN PENGGUNAAN TEROR SEBAGAI SUATU CARA PEMAKSAAN”

IGOR 

PRIMORATZ

CARL WELLMAN
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TEORI KOMUNIKASI 

(TITO KARNAVIAN)



TEORI CHARLES KIMBALL

1. KLAIM KEBENARAN MUTLAK;

2. KEPATUHAN/KETERTUNDUKAN BUTA;

3. MEMBANGUN ZAMAN IDEAL;

4. TUJUAN, MENGHALALKAN SEGALA CARA;

5. MENDEKLARASIKAN PERANG SUCI.



1) ISU GLOBAL
 ARAB SPRING : MESIR DAN SURIAH
 KONFLIK PALESTINA VS ISRAEL
 KONFLIK AFGANISTAN , PAKISTAN DAN INDIA
 AKSI TEROR TERKINI DI BERBAGAI NEGARA
 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DUNIA

2) ISU REGIONAL
 KASUS ROHINGYA MYANMAR
 FILIPINA SELATAN
 KONFLIK THAILAND SELATAN

3) ISU NASIONAL
 ISU KETIDAKADILAN YANG TERJADI (KONFLIK VERTIKAL,

HORIZONTAL, KONFLIK PEREBUTAN HAK-HAK TANAH, SARA
DLL.

 ISU KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT PEMERINTAH MAUPUN
TOKOH-TOKOH POLITIK

 ISU INTOLERANSI

FATWA 
AMIR

(TOKOH PATRON)

AKSI TEROR 
(AMALIYAH)



MERUBAH IDIOLOGI PANCASILA MENJADI PAHAM TERTENTU &

PENGARUH TERORISME GLOBAL

KELUARGA, KETURUNAN, MEDSOS, MEDIA CETAK & ELEKTRONIK &

LINGKUNGAN SOSIAL

METODE JIHAD DEFENSIVE (DIFAI) & OFFENSIVE (HUJUMI), BOM

BUNUH DIRI, PENGEBOMAN, PEMBUNUHAN, PENYERANGAN &

MEMBENTUK QOIDAH AMINAH

KEPENTINGAN BARAT, PEMERINTAH, APARAT, TEMPAT IBADAH &

PUSAT KERAMAIAN

FA’I (PERAMPOKAN), HACKING, INFAK ANGGOTA, FUNDRAISING,

BANTUAN LUAR NEGERI & SIMPATISAN
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ANSHARUH DAULAH

MUJAHIDIN INDONESIA 

TIMUR

JAMAAH ISLAMIYAH

NEGARA ISLAM INDONESIA 

(NII)

KELOMPOK TEROR DI INDONESIA



PENEGAKAN 

HUKUM KELOMPOK 

JAMAAH 

ISLAMIYAH

(2020 – 2022)

01
Struktural

02
Pendanaan

03
Persenjataan

04
Perekrutan

05
Komunikasi



PEMANFAATAN NPO DALAM 

PENDANAAN AKTIVITAS 

TERORISME



PERSENJATAAN KELOMPOK JI



PROYEK SASANA KELOMPOK JI



PROYEK SASANA KELOMPOK JI
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1. PENGUATAN ANALISIS INTELIJEN

UNTUK PEMETAAN JARINGAN

TEROR;

2. MEMBANGUN KONSTRUKSI HUKUM

(CASE BUILDING) DARI INFORMASI

INTELIJEN DAN FAKTA-FAKTA

LAPANGAN;

3. MENGUTAMAKAN PRE-EMPTIVE

STRIKE DALAM MENCEGAH AKSI

TEROR;

4. PENINDAKKAN TEROR YANG

TERUKUR DAN HUMANIS.

1. PROFILING LATAR BELAKANG TSK;

2. MERUBAH PARADIGMA RUMAH

TAHANAN MENJADI TEMPAT RE-

EDUKASI (PROGRAM PESANTREN

200 HARI DAN PERPUSTAKAAN

ONLINE);

3. BERSAMA-SAMA STAKEHOLDER

YANG LAIN MEMBANTU PROGRAM

RE-EDUKASI DILAPAS SELAMA

MENJALANI MASA HUKUMAN

(KETAHANAN IDEOLOGI

PANCASILA);

4. RE-INTEGRASI MANTAN NAPI

TERORIS AGAR DITERIMA KEMBALI

DI MASYARAKAT;

5. MELIBATKAN TOKOH AGAMA DAN

TOKOH MODERAT DALAM RE-

EDUKASI DAN RE-INTEGRASI.

1. MEMETAKAN POLA-POLA

RADIKALISASI DI MASYARAKAT;

2. MELIBATKAN FUNGSI PEMBINAAN

MASYARAKAT (BAHARKAM POLRI)

PADA TINGKAT RT/RW DESA,

KELURAHAN UNTUK MEMBANGUN

KESADARAN DAN DAYA TANGKAL

MASYARAKAT;

3. MELIBATKAN TOKOH AGAMA

DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT.

1. MELAKUKAN ASSESSMENT SESUAI

DENGAN MINAT DAN KEMAMPUAN;

2. MELAKUKAN PENDAMPINGAN

UNTUK MEMBANGKITKAN

SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN DAN

KEMANDIRIAN EKONOMI.



TERIMA KASIH


